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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1)
bahwa pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berusia
19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua lapis pembatasan usia
minimal perkawinan. Kedua calon pasangan pengantin harus dipastikan sudah
berusia 19 tahun. Apabila belum mencapai usia 19 tahun, maka harus memperoleh
izin orang tuanya. Dapat izin orang tua tidak cukup, laki-laki dan perempuan yang
akan melakukan perkawinan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Adanya
keharusan meminta izin kepada orang tua termasuk nilai-nilai positif yang harus
dipertahankan dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan menjelaskan manakala terjadi penyimpangan terhadap batas usia
perkawinan yaitu menikah di bawah umur 19 tahun dapat dimintakan permohonan
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan olehkedua orang tua
pihak pria maupun wanita dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dan
alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup.

Penelitian ini bertujuan: 1.Mengkaji tentang alasan dirubahnya penerepan
batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan
2.Mengkaji problematika yang terjadi dalam batas usia menikah di kabupaten
pemalang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau
“library research” yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Pendekatan
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan
normative, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak
boleh menurut hukum yang berlaku). Menggunakan sumber data sekunder dan
tersier. Metode pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan
penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah diundangkannya Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dispensasi kawin di Pengadilan
Agama pemalang mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2019 berjumlah
163 perkara, pada tahun 2020 mencapai 699, sedangkan pada tahun 2021
mengalami kenaikan drastis mencapai 729 perkara. Ini artinya terjadi kenaikan
angka yang mengajukan dispensasi nikah, sejak diubahnya batas minimum
perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci : Problematika, Batas Usia Menikah, Kabupaten Pemalang



ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974
concerning marriage, as in Article 7 Paragraph (1) that men and women who will
enter into marriage must be 19 years old. Based on this explanation, there are two
layers of restrictions on the minimum age of marriage. Both prospective wedding
couples must be confirmed to be 19 years old. If you have not reached the age of
19, you must obtain parental consent. It is not enough to have parental consent, the
man and woman who are going to perform the marriage must be at least 19 years
old. The necessity of asking permission from parents includes positive values that
must be maintained in marriage. Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law
explains that when there is a deviation from the age limit of marriage, namely
marriage under the age of 19 years, a dispensation application can be requested to
the court or other officials submitted by both parents of men and women while
considering caution and urgent reasons accompanied by sufficient evidence.

This research aims: 1.Reviewing the reasons for changing the application
of the marriage age limit based on Law Number 16 of 2019, and 2.Examine the
problems that occur in the marriage age limit in pemalang Regency. The type of
research used is Library research or "library research™ is research that uses
secondary data. The approach to be used in this study is a normative approach.
Normative approach, namely reviewing legal issues normatively (may or may not
be according to applicable law). Using secondary and tertiary data sources. The
method of data collection needed by the author in conducting this research is the
search for Literature.

The results of this study show that after the promulgation of Law Number 16
of 2019 concerning marriage, the dispensation of marriage in the pemalang
Religious Court has increased significantly. In 2019 there were 163 cases, in 2020
it reached 699, while in 2021 it experienced a drastic increase reaching 729 cases.
This means that there is an increase in the number who apply for marriage
dispensation, since the minimum marriage limit has been changed based on Law
Number 16 of 2019 regarding changes to Law Number 1 of 1974.

Keywords: Problem, Marriage Age Limit, Pemalang Regency
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